PERATURAN DAERAH PROPINS| DAERAH TINGKAT | SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat :
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NOMOR : 3 TAHUN 1998 -
TENTANG
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT | SUMATERA SELATAN

berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ Undang -undang Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Eermotm_ merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat | -,

bahwa untuk memungut pajak sebagaimana huruf a periu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera Selatan .

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran WNegara Tahun 1859
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1894);

Undang - undang Nemor 5 Tahun 19?4 tentang Pokok -Pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang -Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara’ Tahun 1997 Normor 40 | Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684)

Undang - unc!'ar'i'g Normor 18 'Tahuh 1997 tentang Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor:3685 ) ;

Undang - undang Nomor 19 Tah'un 1997 tentang Penagihan Pajak.
dengan Surat Paksa | Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 ) ;

FPeraturan Pemerintah MNomor 19 Tahun 1987  tentang  Pajak

Daerah  ( Lembaran Negara * Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
L.embaran Negara Nomor 3681); '

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 -'Tahun 1897  tentang  Pajak

Bahan Bakar A Kendaraan Bermotor ( Lembaran Negara ' Tahun 1987
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
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8. Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 84 Tahun 1893 tentang
Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negari Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 171 Tahun 1997

tentang Prosedur Pengesahan Peraturar. Daerah tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah |

11. Keputusan Menterl Dalam Negerl Nomor 173 Tahun 1897
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah .

Dengan  Persetujuan Deﬁaﬁ "'F’emaklién Rakyat Daerah Propinsl Daerah
Tingkat | Sumatera Selatan. :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINS| DAERAH TINGKAT | SUMATERA
SELATAN TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN

BERMOTOR
BAE | |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalar Peraturan Daerah Inl yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera Sslatan ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat |
Sumatera Selatan ; '

c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur  Kepala  Daerah
Tingkat |Sumatera Selatan;

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera Selatan ;

¢, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih
baserta gandengannya yang digunakan dijalan umum, dan digerakkan
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi ter.antu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk
alat - alat berat dan alat - alat besar ;
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¢ Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang
digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor ;

g. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Produsen Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor yaitu Pertamina dan atau Produsen bahan
bakar lainnya ; o :

h. Stasiun Pengisian Bahan Bakar meliputi IEtasiun Pengisian Bahan
Bakar Umum (SPBU), Staslun Pengislan Bahan Bakar Gas (SPBG),
Agen dan Dealer , serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar lainnya ;

i, Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
torbatas, perseroan komenditer. , perseroan lainnya. Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun ,
persekutuan , perkumpulan , firma, kongsl, koperasl, yayasan atau

organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap
serta bentuk usaha lainnya |

j. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat

PBB.KB adalah pajak Bahan Bakar yang disediakan atau dianggap
digunakan untuk kendaraan bermotor ; ' :

k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melaporkan® penghitungan dan pembayaran pajak bahan bakar
kendaraan bermotor yang terhutang menurut peraturan perundang -
undangan perpajakan daerah Inf ;-

| Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah
surat yang digunakan  oleh Wajilb Pajak  untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

.. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD,
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksl
administrasi berupa bunga dan atau denda ;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang '
terutang | ' 3

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah - Kurang Bayar, yang selanjutnya
disingkat - SKPDKB, adalah surat kepuiusan Yyang menentukan
besarnya jumiah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumiah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah yang masih harus dibayar ;
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p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan vyang

selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ; '

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih.'Bayar, yang selanjutnya disingkat

SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak
yang terutang atau tidak seha:_rusnya' terutang ;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat

SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pa]ak atau palak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak ; :

s. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk

membetulkan_kesalahan tulls, kesalahan hitung dan atau kekellruan

dalam penerapan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT ,SKPDLB,SKPDN dan STPD ;

Surat Keputusan Keberatan adatah'Eural Keputusan atas keberatan
terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB,SKPDN atau terhadap

pemotongan atau pemungumn oleh pihak ketiga yang dlajul-:an oleh
Wajib Pajak ; .

. Pamariksaan 'adaiah ' sérangkéiﬁn kegiatan  untu r'nan'parh
mengumptilkan dan mengolal' data atau keterangan lalinnya dalam

rangka pengawasan kepatuhan pamanuhan kewajiban perpajakan
daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ;

‘Penyidlkan Tindak Fidana d bidang perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawal Negeri
Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah , untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu memhuat terang tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkany-a :

w. Putusan Bandm‘g adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak.
BAE I

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor dipungut

pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau
dianggap digunakan untuk kendaran bermotor dalam Daerah .



-5-
Pasaf_a

(1) Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan

bakar  kendaraan bermotor yang disedlakan atau dlanggap
digunakan untuk kendaraan bermotor.

(2) Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal inl adalah bensin (premium , premix dan super TT ) solar
dan gas.

. Pasal 4

(1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Konsumen
bahan bakar kendaraan barmotor.

(2) Wajib Pajak - Bahan. Bakar Kendaraan Bermotor adalah panyadla
bahan bakar kandaraan bermotur

EAE Il

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Paszﬂ 5

(1) Dasar pengenaan pajak bahan bakar kendaraan barmctof adalah
harga jual bahan bakar kendaraan barmator

. (2) Harga jual sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak termasuk
Fajak Pertambahan Nilal (PPN)

Pas_a'l 6

(1) Tarlf Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotot ditetapkan sebesar
5 %, (lima persen)

2) Besarnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor tarutang dlhltung
dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimakcud pasal 5
Peraturan Daerah ini . .

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
F' as aEI: 7

Wilayah pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor meliputi
Staslun Penglsian Bahan Bakar yang berada dalam Wilayah Daerah.
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MASA PAJAK DAN SM;T' PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya sama dengan 1
(satu) bulan takwim.

Pasalé

Saat palak terutang adatah pada saat penerbitan surat perintah

'_pengeluaran -barang (delivery - order) bahan bakar kendaraan
bermotor darl penyedia.

BAB VI :
TATA. CARA PEMBAYARAN
Pasal 10
(1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di bank persepsi.

{':2] Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

© (3) Tata cara penj,retoran dan tanggal Jatuh tempo pembayaran

ditetapkan ¢leh Kepalé Daerah sesual dengan Keputusarl Menter]
Dalam Neger!.

Pasal 1.1L ‘
(1) Pembayarar; pajak harué_ dilakukan sek_aligus atau lunas,

(2) Pajak vyang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding

yang manyababkan jumiah pajak yang harus dibayar bertambah.

(3) Kepaia Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran
dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan
Kepala Daerah.



BAB WII
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
F'asa‘_l_ 12
(1) Setiap Waijib Pajak diwajibkan m:-angisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksudibada ayat '{1} harus diisi dengan
Jelas, benar dan lengkap serta ditanda tanganl oleh Wajlb Pajak

atau Kuasanya:’ ;

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada-ayat (2) harus, disampaikan .

- kepada Dihas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 13

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal sekurang-
kurangnya memuat : ' s
a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ;
b. Wilayah penyaluran bahan bakar ; .
c. Jenis, harga jual dan jumlah bahan bakar yang diserahkan oleh
Wajib Pajak kepada SPBU di wilayah Daerah ;
d. Jumiah pajak terutang.

(2) Bentuk, Isl serta tata cara pengislan dan penyampalan SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
Daerah sesual Keputusan Menteri Dalam Negerl. '

BAB VI
PENETAPAN PAJAK
Pasal 14

Setiap Walib Pajak, wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah tanpa

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah saat
terutangnya pajak Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKE) dalam
hal : B

1) Apabilla berdasarkan hasil pemerlksaan atau keterangan lain
pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
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2) Apabila SPTPD tidak disampalkan kepada Kepala Daorah

dalam jangka wakiu tertentu dan setelah ditegur secra
tertulis, '

3) Apabila kewajiban mengisl SPTPD tidak dipenuhl, pajak
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDN apabila ditémukan_ data baru dan atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumiah pajak
yang terutang. .

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya
dengan Jumlah pajak yang disetor,

(2) Jumlah  kekurangan pajak yang terutang dalam - SKPDKB
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka
(2) dikenakan sanks! administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari Pajak yang. kurang atay terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak. :

(3) Jumlah  kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT
sebagaiman dimaksud pada: ayat (1) huruf b dikenakan sanks|
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) darl
Jumlah kekurangan pajak tersebut. s

SUE i

(4) Kenalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal Ini tidak
dikenakan -apabila Wajib Pajak melaporkan sendirl sebelum
dilakukan tindakan pemerlksaan. |

() Jumiah pajak yang “terutang dalam SKPDKB sebagaimana

-+ dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 pasal ini dikenakan sanksi
administrasl berupa kenalkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak ditambah -sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atati terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua

- puluh empat) bulan dihitung Jak saat terutangnya pajak.

Pasal 16

(1) Gubernur Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,
b. dari hasil penelitan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran
sebagal akibat salah tulis dan atau salah hitung.
¢. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda. :

(2) Jumiah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap
bulan  untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat
terutangnya pajak;
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(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah Jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalul STPD.

(4) Bentuk, isl dan tata cara penyampalan STPD ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal I1?'

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan

Banding vyang tidak atau kurang dibayar oleh Waljib Pajak pada
waktunya, dapat ditagih dangan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan berdasarkan peraturan
perundang -undangan yang I}erlaku

" BAB X
- KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas :
. Surat Ketetapan Pajak Daerah :

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar; .

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ;
. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ;

o0 0UTD

(2) Keberatan diajukan secara ﬁdulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertal alasan -alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Pajak manga}dkan keberatan atas latetapan pajak
secara jabatan. Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidak benarcn
ketetapan F’ajak tersebut

(4) Keberatan harus d[ajukan dalam Jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuall
apablla Wallb Pajak dapat menunjukan bahwa Jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan dilluar kekuasaannya.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak sesual dengan ketentuan yang berlaku.
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(1) Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, tarus mambari
keputusan atas keberatan yang dia}ukan

(2) Keputusan Gubernur Kepata Da_arah atas keberatan dapat berupa

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah
besarnya pajak yang terutang.

(3) Apablla jangka waktu sebagaimana dlrr{aksud pada ayat (1) pasal Inl

telah lewat dan Gubernur Kepala Daerah tidak memberi Keputusan
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. -

Pasal 20

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permochonan banding hanya kepada
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan olah Gubernur Kepala Daerah,

(2) Permohonan sebaga:mana dlmaksud pada ayat (1) pasal inl| diajukan
secara tertulls dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dllamplri
salinan dan pelaksaan penagihan pajak.

Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan

sebaglan atau seluruhnya keleblhan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk
Jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BABX -

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKS| ADMINISTRASI

Pasal 22

(1) Gubernur Kepala Daerah karena jabatan atau atas par'mohonan Wajib

Pajak dapat membetuikan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau
STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis , kesalahan
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah inl.

(2) Gubernur Kepala Daerah dapat :

‘a. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak
benar. .
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b Menghapuskan atau mengurangkan sanksl administrasl berupa

bunga, denda dan Kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan
Daerah Inl, dalam hal sanksi tersebut dlkenakan karena kekhilafan
Waijib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(3) Tata cara penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan
pembatalan atau pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah,

BAE Xii
F‘E NGEMEALIAN KELEEIHAN FEMBAYARAN
Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran PBB -KB Wajib Pajak dapat mengajukan
permuhonan p?anuembalian kepada- Gubernur Kepala Daerah,

(2) Gubernur I{epala Daerah -dalam 1angi{a waktu paling lama 12 (dua

belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran

PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inl harus
mengambil kaputu$an :

- (3) Apabila jangka waktu sahagaimana: dimaksud ayat (2) ﬁasal Ini telah

dilampaui dan Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil suatu
keputusan permohonan pengembalian pambayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inl langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pambayaqén pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pasal ini diiakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat Jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur Kepala Daerah
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak -

Pasal 24

(1) Permohonan -pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan

secara tertulis kepada Kepala Daarah sakurang~kurangnya dengan
“menyebutkan :
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nama dan alamat Walib Pajak ;

Masa pajak ;

besarnya kelebihan pembayaran pajak :
alasan yang jelas.

oo o

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pambayaran pajak disampalkan
secara langsung atau melalul pos tercatat.

(3) Buktl penerirmaan oleh Palabat Daerah dan atau buktl pengiriman pos
tercatat merupakan bukti saat permohonan ditetima oleh Kapala
Daerah, :

Pasal 25

(1) Pengembalian Kelablhan pajak dilakukan dengan menerbltkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan F‘ajak

(2) Apab:la ka]eblhan pambayaran pajak dlparhitungkan dengan utang
pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4)
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukii
pamindahbukuan Juga berlaku sebagal bukti pembayaran.

BAB XIil

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 26

(1) Hasll penerimaan Pajak Bahan Bakar kendaraan bermc or dltatapkan
sebagai berikut :

a. Untuk Daerah Ttngkat 1 sebesar 10 % (sepuluh persen) \

b. Untuk Daerah Tlngkat Il sebesar 80 % (sembllan puluh
parsen)

(2) Bagian penerimaan Daerah Tin‘gkat Il sebesar 90 % dibagikan
kepeda Daerah Tingkat Il dengan pembaglan sebagal berlkut :

a. 50 % (lima puluh persa'n} berdasarkan panjang jalan pada
Daerah Tingkat 1l yang bersangkutan yang dibiayai APBD
Tk II _ i

b. 50 % (lima puiuh parsan} dibagi rata untuk seluruh Daerah
ngkat Il. :
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Pasal 27

(1) Penerimaan pajak sebagaliman dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf

a, dipindahbukukan ke rekening kas Daerah dari bank persepsi
seébagaimana dalam Pasal 11 ayat (1).

{2) Penerimaan pajak sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
huruf b Peraturan Daerah ini dipindahbukukan ke rekening kas Daerah

Tingkat Il dari bank persepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
ayat (1).

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penaglhan pajak kedaluwarsa setelah
melampaul jangka waktu 5 (ima)tahun terhitung sejak saat
terutang pajak kecuall apablla Wajlb Pajak melakukan tindak
pidana dalam Peraturan Daerah ini, _

(2) Kedaluwarsa penagihan - pajak ‘sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal Inl tertangguh gpabila |
a. ditarbitkan Surat Teguran, Surat Paksa atau :
b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak balk langsung
maupun tidak langsung. '

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pa&al 29

(1) Wallb  Pajak yang memenuhl kriterla tertentu wajlb
menyelenggrakan pembukuan.

(2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana diamksud pada ayat (1) dan
tata cara pembukuan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30

(1) Kepala Daerah berwenang/ melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah
dalam rangka melaksanakan peraturan perudang-undangan
perpajakan Daerah.

(2) Walib Pajak yang diperlksa wajib :
a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang -
berhubungan dengan obyek pajak yang terutang ;
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap: perlu dan memberl bantuan guna
kelancaran pemeriksaan |

¢.. memberikan keterangan yang diperiukan,

(3) Tata cara pameriksaaﬁ pajé:i(' ditetapkan leblh lanjut oieh Kepala

Daerah dengan berpedoman pada Keputusan ifenteri Dalam
Negeri. : '

BAB XVI
* KETENTUAN KHUSUS
PASAL 31

(1) Setlap pejabat dilarang memberitahukan kepada plhak lain yang
tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah, kecuall sebagal saksl atau ahll
dalam sidang pengadilan.

. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga

terhadap ahli-ahll yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk
membantu dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan

perpajakan Daerah, kecuall sebagal saksl ahli dalam sidang
pengadilan. ' '

(3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memboeri
zin tertulls kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan tenaga -tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti

tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada Pihak yang
ditunjuknya. _

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara
pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan
Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah
dapat memberikan izin tertulis untuk meminta kepada pejabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahll
sebagaiman dimaksud pada ayat (2) bukti tertulis dan
keterangan Wajlb Pajak yang ada padanya.

(5) Permintaan hakim sébaga'imana dimaksud pada ayat (4) harus
menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-

katerangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau

perdata vang bersangkutan dengan keterangan yang diminta
tersebut.
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BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau mengls! dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 ('satu) tahun dan atau denda paling banyak 2
(dua) kall jumiah pajak yang terutang. : '

(2) Walib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD
atau menglsi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampltkan keterangan yang tidak benar sehingga meruglkan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana ‘penjara

paling lama 2 ( dua ) tahun dan atau denda paling bariyak 4 X
jumlah pajak yang terutang.- " ;

A Pas?l 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal tidak dituntut
setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat
ferutangnya PBB-KB atau berakhirnya Masa PBB-KB.

‘Pasal 34

(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban
merahaslakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah).

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban
pejabat sebagaimana diamksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)

tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta
rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tlndﬁk pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang
yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Besarnya denda sébagalmana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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_BAB_ Xvill
- PENYIDIKAN
Pasal 35

(1) Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenahg khusus sebagal Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak padana di bidang perpajakan
daerah.

(2) Dalam ~melaksanakan- tugas penyldlkan, para Pejabat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :

menerima, mencari, mangumpulkan dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pldana dl bldang

perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadl leblh lengkap dan jelas.

'méhelltl_. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenal

orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan
daerah,

merminta keterangan dan bahan bulkti dari orang pribadi atau

badan  sehubungan dengan tindak pldana dl bldang
perpajakan daerah. .

mameriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen -

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di hidang
perpajakan daerah.

melakukan pangga_tedahén untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokuinen lain, serta

.melakukan penyitaan tarhadap bahan bukti tersebut.

meminta bantuan tanaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

'manyﬁruh berhentl é.an .atau ‘melarang seseorang.

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagalmana pada huruf e.

mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan
dengan tindak pidaha parpajalcan daerah.

memanggil = orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
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j.  menghentikan penyidikan.
k. melakukan tindakan flain yang 'perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
memberitahukan’ dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam  Undang - undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gﬁbefnur
Kepala Daerah,

' Pasal 37

diundangkan, I

Perauran Daorah ini mulai berlaku pada ~tanggal

Agar - . supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ~ dengan
penempatannya dalam Lembaran: Daerah - Propinsl Daerah
Tingkat | Sumatera Selatan. -

Ditetapkan  di Palembang
- Padatanggal 7 Juli 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
PROPINSI DAERAH TINGIKAT | SUMATERA SELATAN " .. SUMATERA SELATAN
Ketua,
dto.cap _ _ dto.cap
H.M. ARUB, S.H - - H. RAMLI HASAN BASRI

Disahkan Oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan

Nomor 1 541,26-806
Tanggal : 28 September 1898.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat | Sumsel
Nomor 13 Berl A

Tanggal ' 19 November 1998

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT |
SUMATERA SELATAM ,

dto.

H.HASAN ZEN, S.H
- PEMBINA UTAMA NIP. 010052537



